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MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa implementasi penyelenggaraan penyiaran
televisi secara digital dan penyiaran
multipleksing melalui sistem terestrial

berdampak adanya potensi peluang usaha
penyelenggaraan penyiaran multipleksing bagi
Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran
Televisi;

b. bahwa sesuai surat yang disampaikan oleh
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi DKI
Jakarta dibutuhkan penambahan jumlah
penyelenggara penyiaran multipleksing melalui
sistem terestrial di wilayah layanan Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas,
perlu menetapkan Keputusan Menteri
Komunikasi dan Informatika tentang Peluang
Usaha Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Melalui Sistem Terestrial di Wilayah Layanan
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000
tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3981);
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11.

12,

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4485);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4566);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian  Negara, sebagaimana  telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan
di Bidang Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 27/P/M.KOMINFO/8/2008 tentang Uji
Coba Lapangan Penyelenggaraan Siaran Televisi
Digital;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang
Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang
Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio
Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital
Teresterial Pada Pita Frekuensi Radio 478 — 694
MHz;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 tentang
Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial
Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air);

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran
Multipleksing;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada
Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 36 Tahun 2012 Persyaratan Teknis Alat
Dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital
Berbasis Standar Digital Video Broadcasting
Terrestrial — Second Generation;

17.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan
Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran
Multipleksing Melalui Sistem Terestrial;

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis
Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran
Digital  Berbasis  Standar  Digital Video
Broadcasting Terrestrial — Second Generation;

19. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor 290 Tahun 2013 tentang Penggunaan
Kanal Cadangan Untuk Penyiaran Televisi Siaran
Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak
Berbayar (Free-to-Air) Pada Zona Layanan IV,
Zona Layanan V, Zona Layanan VI, Dan Zona
Layanan VII;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TENTANG PELUANG USAHA
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING
MELALUI SISTEM TERESTRIAL DI WILAYAH LAYANAN
JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI

Membuka  peluang  usaha penyelenggaraan
penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial di
wilayah layanan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi sebanyak 2 (dua) saluran untuk 2 (dua)
Lembaga Penyiaran Swasta.

Peluang usaha sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU diberikan kepada Lembaga
Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi yang
belum mendapat penetapan sebagai penyelenggara
penyiaran multipleksing melalui sistem terestrial di
wilayah layanan dan bukan afiliasi dari salah satu
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Lembaga Penyiaran yang sudah mendapatkan
penetapan  sebagai  penyelenggara = penyiaran
multipleksing sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU.

KETIGA : Pemilihan Lembaga Penyiaran Swasta Jasa
Penyiaran Televisi yang akan ditetapkan sebagai
Penyelenggara Penyiaran Multipleksing Melalui
Sistem Terestrial sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilaksanakan melalui proses
seleksi yang diatur dengan Peraturan Menteri
tersendiri.

KEEMPAT : Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
‘ KETIGA mulai dilaksanakan paling lambat 2 (dua)
bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan

Menteri ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juld 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REBU‘B'EIK INDONESIA,

-

——

TIFATUL SEMBIRING

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);

2. Wakil Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu.



